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PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR  PUBLIK  DAN PENDEKATANNYA

1.    P e n d a h u l u a n

       a.   Tujuan Pembelajaran

              Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 

           1)  Memahami perkembangan Anggaran Sektor Publik.                                    

           2)  Memahami dan menjelaskan Anggaran Konvensional,                                               

           3)  Dapat memahami dan menjelaskan konsep New Publik Mnagement,             

           4)   Dapat memahami dan menjelaskan anggaran kinerja sektor publik, 
           5)  Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini,

           6)  Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan perkembangan Anggaran Sektor Publik.        
b.   Pokok  Bahasan
a. Perkembangan Anggaran Sektor Publik

b. Anggaran konvensional,

c. Anggaran New Public Management  (NPM)

d. Anggaran Kinerja Sektor Publik

e. Zero Base Budgeting dan Planning Programing and Budgeting system

f. Rangkuman

g.   Latihan Soal dan kasus
c.    Metode Pembelajaran

1)  Metode ceramah ;

2)  Metode diskusi,

3)  Studi kasus dan pembahasan,
2.   Pokok  Bahasan

a.   Perkembangan Anggaran Sektor Publik

1)  Faktor-faktor dominan Anggaran Sektor Publik

2)  Tujuan dan target yg hendak dicapai,

3)  Ketersediaan sumberdaya,

4)  Waktu yg dibutuhkan,

5) Faktor lain yg mempengaruhi anggaran (politik, fluktuasi pasar, inflasi, bencana alam dll.)

      b.   Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran                        
      Richard Musgrave dalam Coe (1989), mengidentifikasi 3 pertimbangan mengapa pemerintah perlu terlibat :

a)   stabilitas ekonomi,

b)   redistribusi pendapatan, dan

c)   alokasi sumberdaya.

     c.    Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan  dua  hal ;

1)   underfinancing, (kekurangan anggaran/defisit),

2) overfinancing  (kelebihan anggaran)

Henley et.al., 1990,  siklus anggaran meliputi 4 tahap, al. :

1) Tahap persiapan anggaran (preparation),

2) Tahap ratifikasi  (approval/ratifikasi),

3) Tahap implementasi (implementation),

4) Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation).

      Paradigma baru dlm proses perencanaan APBD di Indonesia menekankan pada pendekatan ”bottom-up planning dg tetap mengacu pada arah pembangunan pemerintah pusat.
    d.     Arah kebijakan pemerintah tertuang pada :

a) GBHN,

b) PROPENAS,

c) RENSTRA, dan

d) REPETA.
PP No. 108 tahun 2000,  Pemerintan daerahg disyaratkan membuat Peraturan daerah yang terdiri atas  Program pembangunan daerah  (Renstrada) yang mengacu pada Propenas dan Renstra.

PP No. 105 tahun 2000, Penda bersama DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu pemda menetapkan Strategi dan Prioritas APBD.

     e.    Penjabaran RENSTRA  dalam REPETADA dilengkapi dg. :

a) pertimbangan2 yg berasal dari hasil evaluasi,

b) masukan aspirasi masyarakat,

c) pengkajian kondisi yg saat ini terjadi, shg mengetahu kekuatan dan kelemahan yg sedang terjadi.

3.  Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
      Ada dua jenis Anggaran Sektor Publi, yaitu “

a.   Anggaran Tradisional atau konvensional,

b. Anggaran  New Public Management
     Perbedaan :

	TRADISIONAL
	N P M

	Sentralistis,
	Desentralisasi & developed managmt

	Berorientasi pada input,
	Berorientasi input, output & outcome

	Tdk terkait perencanaan Jk. Pjng,
	Utuh & komprehensif (jk.pjng)

	Line-item & incrementalism
	Berdasarkan sasaran kerja,

	Batasan departemen kaku (rigid)
	Lintas departemen (cross department

	Aturan klasik :Vote accounting
	PPBS, ZBB, performance budgeting

	Prinsip anggaran bruto
	Sistematik & rasional

	Bersifat tahunan
	Bottom-up budgeting

	Spesifik
	


      *  Sistem ASP sebagai instrumen kebijakan multifungsi ;

Yaitu anggaran yg mencerminkan komposisi dan besarnya anggaran yg. secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yg diharapkan. 

a.   Anggaran  Konvensional  (Tradisional)
Ciri-ciri utama :

1) cara penyusunan menggunakan pendekatan incrementalism,

2) struktur anggaran bersifat line-item

Ciri lain :

3) cenderung sentralistik,

4) bersifat spesifikasi,

5) tahunan,

6) prinsip anggaran bruto.

Dlm konsep incrementalism, cenderung menerima konsep ”Harga Pokok Pelayanan Historis (Historis cost of service)”, tanpa memperhatikan :

1)        pelayanan tertentu masih perlu dibiayai dg pengeluaran pemerintah ?

2)      pelayanan tertentu telah terdistribusi secara adil ?

3)      pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien ?

4)      pelayanan yg diberikan mempengaruhi pola kebutuhan Publik ?

            Kelemahan-kelemahan :

1)    Hubungan tidak memadai (angg tahunan dan jk panjang),

2)    Sebagian besar pengeluaran tdk pernah diteliti secara menyeluruh,

3)   Lebih berorientasi pada output dan input, shg. Apakah dana sudah dibelanja-kan semua, bukan tujuan yg dicapai.

4) Sekat-sekat antar departemen yg kaku, shg. menimbulkan overlaping, kesenjangan, prsaingan antar departemen, 

5) Proses anggaran terpisah antara rutin dg investasi,

6) Anggaran bersifat tahunan (cenderung KKN),

7) Sentralisasi anggaranan, menyebabkan budget padding/budgetary slack,

8) Persetujuan anggaran yg lambat, shg sering dilakukan revisi yg menimbulkan manipulasi,

9) Sistim informasi finansial yg tdk memadai.

b.   Anggaran  dengan Pendekatan  New Public Management (NPM);

       NPM berfokus pada kinerja organisasi, bukan kebijakan, sehingga memunculkan konsep ”Managerialism”(Pollit, 1993),  Market based public administration (Lan,  Zhiong dan Rosenbloom, 1992),  dan Entrepreneurial goverment (Osborne and Gaebler, 1992).

Konsep yg diterima pemerintah pada Era NPM adalah konsep Osborne dan Gaebler, yg dikenal dengan konsep  ”Reinventing government”, yg berperspektif pada :

1) Pemerintahan katalis,

2) Pemerintahan milik asyarakat,

3) Pemerintah yg kompetitif,

4) Pemerintah yg digerakan melalui misi,

5) Pemerintah yg berorientasi pada hasil.

6) Pemerintah berorientasi pd pelanggan,

7) Pemerintah wirausaha,

8) Pemerintah antisipatif,

9) Pemerintah desentralisasi,

10) Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar.

      c.   Perubahan  Pendekatan  Anggaran

Reformasi sektor publik ditandai dg. munculnya era ”New Public management”, yang mendorong usaha mengembangkan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan anggaran. 

New approach memiliki kharakteristik :

1) Komprehensif/komparatif,

2) Terintegrasi dan lintas departemen,

3) Proses pengambilan keputusan yg rasional,

4) Berjangka panjang,

5) Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas,

6) Analisis total cost & Benedit,

7) Berorientasi input, output dan outcome bukan hanya input saja,

8) Adanya pengawasan kerja. 

d.  Performance Budgeting

        Anggaran konsep ini menekankan konsep “Value of Money” dan  pengawasan atas kinerja output.

Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja serta evaluasi kinerja eksternal.

Sistem anggaran kinerja ;  -  mencakup penyusunan program, dan tolok ukur kinerja sebagai instruyen untuk mencapai tujuan dan sasaran. 
      e.   Anggaran  berbasis  pendekatan  New Public Management

            1)   Zero Based  Budgeting 

             Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan sistem tradisional, yaitu menghilangkan incrementalism dan line-item, karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero based).

      Oleh karena itu ZBB tidak berdasarkan pada realisasi anggaran tahun yang lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, tetapi didasarkan pada kebutuhan saat ini dan seolah-oleh mulai dari baru sama sekali.

a)   Proses  Zro Based Budgeting  (ZBB)
Terdiri dari  tiga tahap, yaitu :
1)   Identifikasi unit-unit keputusan,

      Bahwa Pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan (decision unit).
2)   Penentuan paket-paket keputusan

Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yg dapat dievaluasi secara individual.

a) paket keputusan mutually-exclusive,

b) paket kuputusan incremental.

3)  Merangking dan mengevaluasi paket keputusan.

     Tahap ini meranking berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi, yaitu merupakan jembatan menuju proses alokasi sumberdaya diantara berbagai kegiatan, yg dinataranya ada yg sudah ada, dan ada yg baru sama sekali.

b)  Keunggulan-keunggulan  ZBB ;
1) Jika dilaksanakan dengan baik, dapat menghasilkan alokasi sumberdaya secara lebih efisien,

2) Berfokus pada value of money,
3) Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidak efektifan biaya,

4) Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer,

5) Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah,

6) Merupakan cara yg sistematis untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi pada pola perilaku biaya.

c)   Kelemahan-kelemahan  ZBB ;
1) Prosesnya memakan waktu lama (time consuming),

2) Cenderung menekankan manfaat jangka pendek,

3) Implementasinya membutuhkan teknologi yg maju,

4) Masalah besar yg dihadapi adalah meranking,

5) Perankingan membutuhkan staf yg memiliki keahlian,

6) Memungkinkan munculnya kesan yg keliru, semua masuk anggaran,

7) Implementasinya membuthkan keperilakuan dlm organiasi.

2)   Planning, Programming and Budgeting System  (PPBS)
PPBS merupakan tehnik penganggaran yg berorientasi pada output dan tujuan, dan penekanan pada sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi.

a).  Proses  Implementasinya :
(1) Menentukan tujuan umum dan tujuan unit organisasi,

(2) Mengidentifikasi program2 dan kegiatan unt mencapai tujuan,

(3) Mengevaluasi berbagai alternatif program (cost and benefit),

(4) Pemilihan program yg memiliki manfaat besar, cost kecil,

(5) Alokasi sumberdaya kemasing-masing program yg disetujui.

b)   Kharakeristik  PPBS
(1) Berfokus pada tujuan,

(2) Secara ekplisit berorientasi pada masa depan,

(3) Mempertimbangkan semua biaya yg terjadi,

(4) Dilakukan analisis secara sistematis, yg meliputi :

a) identifikasi tujuan,

b) identifikasi alternatif program,

c) estimasi biaya dari masing2 program,

d) estimasi manfaat yg ingin diperoleh dari masing2 program.

c)   Keunggulan-keunggulan  PPBS
(1) Memudahkan dalam pendelegasian tanggungjawab,

(2) 
angka panjang da0at
mengurangi beban kerja,

(3) M%mperbaiki kualitas pelayanan melalui sadar biaya (cost awareness),

(4) Dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama lintas d%partemen,

(5) Menghilangkan program yg overlaping,

(6) Menggunakan teori marginal utility


d)   Kelemahan-kelemahan  PPBS
(1) Membutuhkan sistem informasi yg canggih,

(2) Implementasi mebutuhkan biaya yg besar,

(3) PPBS baik dalam teori, tetapi sulit dalam implementasi,

(4) Mengabaikan realitas politik sbg kumpuDan manusia yg kompleks,

(5) Merupakan tehnik angearan yg statistically,

(6) Pengaplikasiannya menghadapi masalah tehnis.

e)   Masalah utaMa penggunaan ZBB daf  PPBS

      (1) Bounde` rationality, yaitu keterbatasan dalam meneanalisis semua alternatif untuk melaksanakan aktifitas,

      (2)  Kurangnya data untuk membandingkan semua altenatif, terutama untuk mengukur output,

      (3)  Masalah ketidak pastian sumberdaya, pola kebutuhan dimasa depan,

      (4)  Pelaksanaan tehnik menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat

      (5)  Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program,

      (6) Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara tepat dan tepat,

      (7)  Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik.

4.   R a n g k u m a n

          Dalam pengembangan dan penyusunan anggaran, terdapat dua pendekatan yang sangat turbulen, yaitu  (1)  pendekatan tradisional, dan  (2)  pendekatan New Public Management.

          Anggaran tradisonal memiliki ciri-ciri utama  line-item dan incrementalism.  Sedangkan New Public Management dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional.  Anggaran dengan pendekatan NPM  terdiri dari beberapa jenis, antara lain : (1)  Anggaran kinerja,  (2)  Zero Base Budgeting System, dan  (3)  PPBS.

Anggaran dengan pendekatan NPM sangat  menekankan pada konsep Value For Money (VFM),  dan pengawasan atas kinerja output.

          Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem pendekatan New Public Management, merupakan bagian penting dalam reformasi anggaran (budgeting reform).  Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan Valur For Money.

          Bebarapa jenis anggaran kontemporer dengan pendekatan NPN, antara lain  ZBB dan PPBS dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan , karena pada masing-masing jenis anggaran memiliki kelebihan dan kelemahan.

           Implementasi sistem anggaran yang sangat penting adalah harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah.   
5.  Latihan soal dan Kasus

     a.  T e o r i

     1.  Dewasa ini tuntutan akuntabilitas publik dalam sistem penyusunan anggaran sektor publik semakin tajam, yaitu dituntut adanya transparansi dan responsibility publik.

       a.  Sebutkan perbedaan sifat dan kharakteristik antara sektor publik dan sektor swasta ?

 b.  Sebutkan perbedaan antara Anggaran Konvensional dengan Anggaran NPM

 c. Mengapa NPM lebih akseptable dalam implementasinya pada negara berkembang ? Jelaskan singkat.                

   2   Akuntansi Manajemen sektor publik berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan.

a.     Sebutkan perbedaan pokok antara Akuntansi Manajemen sektor publik dengan Akmen swasta ?

b.  Sebutkan dan jelaskan tiga perbedaan informasi akuntansi sebagai alat perencanaan ?

  3.  Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mejgatasi kelemahan yang ada pa$a sistem anggaran tradisional.
      a.  Sebutkan keunggulan dan keleeahan  ZBB.

      b.  Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap proses implementasi ZBB.

  4. Plann)ng, Programming and Budgeting System (PPBS) merupakan tehnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorient`si pada output.

        a.  Jelaskan proses implementasi PPBS ?

        b.  Sebutkan dan jelaskan kelemahan dan keunggulan  PPBS. 

b.     Diskusikan

         Coba saudara lakukan analisis implementasi ZBB dan  PPBS pada negara-negara maju dan negara-negara berkembang  (misal  :  AS, Jepang, Inggris dengan Indonesia atau Malaysia).

         Kemudian simpulkan, apakah ZBB dan PPBS dapat diimplementasikan di Indonesia Sekarang ini ?   Jelaskan dan uraikan singkat.
